
BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Administrasi Kabupaten Barito Kuala  

Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 Kecamatan 

dan 200 Desa/Kelurahan yang bisa kita bagi dengan 2 wilayah, meliputi wilayah 

utara Kecamatan Kuripan, Tabukan, Marabahan, Bakumpai, Cerbon, Rantau 

Badauh, Barambai, Belawang, Mandastana, Jejangkit dan Wanaraya. Wilayah 

selatan yaitu Kecamatan Alalak, Anjir Pasar, Anjir Muara, Tamban, Mekarsari, 

dan Tabunganen.
1
 

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2007-2012 

ditetapkan dengan bertitik tolak dari keberadaan Kabupaten Barito Kuala sebagai 

“Daerah Tertinggal”. Dengan Visi, “Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala 

sebagai sentra produksi pertanian yang maju dan berdaya saing tinggi menuju 

terciptanya kemandirian daerah”. Sebagai arah operasional pencapaian visi, 

maka ditetapkanlah beberapa misi, sebagai berikut: 

a. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang komprehensif dan 

terpadu. 

b. Reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). 

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari berbagai sektor dan layanan. 
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d. Melaksanakan pembangunan daerah yang responsif terhadap aspirasi 

masyarakat melalui adaptasi partisipasi berbagai pihak. 

e. Membangun akses dan jaringan kerjasama diberbagai sektor pembangunan.
2
 

 

2. Lokasi Geografis Kabupaten Barito Kuala 

 

Peta Lokasi Kabupaten Barito Kuala  

Secara geografis, wilayah Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan 

wilayah lainnya yang ada di pulau Kalimantan. Sebelah Utara Kabupaten Barito 

Kuala berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin. Sebelah 

Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Sebelah 

Selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kuala Kapuas (Propinsi Kalimantan Tengah). 

Bentuk geologis wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian 0,2-3 m dari permukaan laut. Karena merupakan 

dataran rendah maka hampir semua kecamatan yang ada di Barito Kuala tumbuh 
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hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan, juga terdapat tumbuhan 

purun sebagai bahan untuk anyaman tikar, bakul dan sebagainya.  

Wilayah Barito Kuala dibelah oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Barito 

dan Sungai Kapuas, selain itu terdapat tiga buah terusan (anjir) buatan yang 

menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yaitu Anjir Talaran, Anjir 

Serapat, dan Anjir Tamban. Kabupaten Barito Kuala terletak antara 114°20’50”-

114°50’18” Bujur Timur dan 2°29’50”- 3°30’18” Lintang Selatan dengan luas 

wilayah 2.966,96 km².
3
 

3. Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala 

Pada mulanya Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala 

merupakan suatu Badan Amil Zakat (BAZ) yang terbentuk secara independen 

hasil bentukan dari tokoh agama dan masyarakat, didukung oleh Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengumpulkan hasil-hasil penunaian zakat oleh 

masyarakat. BAZ sendiri tempatnya berpusat di lembaga-lembaga yang ada di 

sekretariat mesjid.  

Kemudian untuk meningkatkan kinerja BAZ, maka BAZ ini 

diwacanakan ke dalam Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) agar dalam 

pengelolaan zakat bisa lebih terkoordinasi antara masyarakat dan pemerintah. 

Kemudian dikeluarkanlah Perda tentang pengelolaan zakat ini. Dengan telah 

diundangkannya sejak tanggal 4 oktober 2007 dalam bentuk peraturan daerah 
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Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat maka BAZ 

resmi mempunyai legalitas untuk memungut dan menyalurkan zakat kepada 

masyarakat.   

Dengan adanya Perda ini diinginkan dapat merubah opini masyarakat 

tentang zakat dari paradigma lama, yaitu zakat dikelola secara tradisional berupa 

pengumpulan dan penyalurannya secara perorangan. Diharapkan berubah 

menjadi paradigma baru, yaitu zakat dikelola secara profesional, terencana dan 

sistematis melalui pengumpulan oleh BAZ agar dana zakat dapat terkumpul 

secara optimal sehingga pendistribusian dan pendayagunaan dapat 

memberdayakan umat. 

Sekarang BAZ telah melebur menjadi satu di pemerintahan pada 

Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur dari 

pemerintah, lembaga ini berwenang penuh dalam melaksanakan Perda No. 2 

tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Untuk itulah BAZ di relokasi ke Bagian 

Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Barito 

Kuala. Dengan maksud agar BAZ lebih aktif dalam melayani masyarakat. 

Dengan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 13 Marabahan (70513), 

BAZ Kabupaten Barito Kuala menjadi lebih strategis dijangkau oleh masyarakat 

yang ingin berzakat. BAZ sendiri juga telah mengembangkan beberapa teknologi 

dalam pelaksanaannya yaitu dengan membuka rekening bank dan telepon 

selular, agar dapat diakses oleh masyarakat maka dipasang di spanduk-spanduk 



halaman kantor dan juga di tempat umum lainnya. Apabila ingin menyetor 

zakatnya bisa dikirimkan ke rekening BAZ: 0244.01.000083.309 BRI Cab. 

Marabahan. 

Struktur para pelaksana BAZ di Kabupaten Barito Kuala yang berpusat 

di Kantor Kementerian Agama atau dikenal dengan istilah sekretariat BAZ 

Ketua Badan Pelaksananya H. Abdul Aziz, Sekretaris Umum Drs. Muslim, 

M.PdI, juga ada Bendahara, para pelaksana lainnya yaitu staf-staf Gunawan 

Wibisono dan Baniah. Struktur BAZ selain dari pelaksana yang ada di 

Kementerian Agama, strukturnya pun terdapat juga hampir di seluruh instansi 

pemerintahan swasta serta sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Barito Kuala. 

Dengan adanya susunan struktur ini maka dukungan penuh kepada pelaksana 

zakat sangat antusias dari semua pihak, tentunya juga meringankan tugas dari 

para pelaksana BAZ itu sendiri. 

Sementara di Kecamatan, struktur aparaturnya terdapat di KUA (Kantor 

Urusan Agama) di setiap Kecamatan. Susunan strukturnya pun juga terdapat di 

instansi pemerintah yaitu Kecamatan juga didukung instansi swasta, yang mana 

instansi-instansi tersebut mengambil peran dalam pengelolaan zakat ini dan juga 

sekolah-sekolah sama halnya yang ada di Kabupaten. Aparatur zakat (amil) 

sudah diberikan wewenang untuk pelaksana zakat dengan SK. Bupati di mana 

tugasnya untuk Kecamatan diberikan 1 orang aparatur zakat dengan disebar di 

tiap Kecamatan, yang untuk wilayah Kecamatan dikenal dengan istilah UPZ atau 



Unit Pengumpul Zakat.
4
 Inilah bentuk pengembangan yang sudah dikembangkan 

oleh usulan pelaksana zakat yakni BAZ Kabupaten Barito Kuala. 

 

B. Laporan Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yaitu wawancara dan dokumenter, dilangsungkan secara bersama dan telah 

dilaksanakan sesuai dengan pedoman wawancara. 

1. Pola Rekrutmen Sumber Daya Manusia pada Badan Amil Zakat di Kabupaten Barito 

Kuala. 

BAZ merupakan suatu Badan Amil Zakat yang berwenang dalam hal 

pengelolaan zakat pada masyarakat. BAZ sendiri dibentuk oleh unsur masyarakat dan 

pemerintah. Pemerintah pada Kementerian Agama berhak dan wajib dalam pengelolaan 

zakat yang meliputi pengumpulan, penyaluran serta agar seimbangnya antara 

pengumpulan dan penyaluran zakat tersebut maka diperlukan suatu pengawasan yang 

menyeluruh agar BAZ lebih tertata manajemennya, pemerintah daerah Kabupaten 

Barito Kuala membentuk peraturan daerah khusus yang termuat dalam peraturan daerah 

Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Dengan 

mempunyai tugas yang khusus dan independen dalam pengelolaan zakat, maka BAZ 

mempunyai wewenang dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di 

Badan Amil Zakat yang berada di Kabupaten Barito Kuala.  
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Badan Amil Zakat akan lebih berkualitas apabila dikelola dengan SDM yang 

profesional. Dalam opearsionalnya BAZ selalu menjalin kerjasama dari berbagai pihak, 

maka dengan itu diharapkan BAZ akan lebih berkembang. Selain itu, untuk menggali 

sumber daya manusia yang ada pada masyarakat dan agar dapat memberdayakan 

masyarakat, tentunya terlebih dahulu dimulai dari para pelaksana Badan Amil Zakat. 

Para pelaksana BAZ sendiri terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. BAZ 

sendiri tidak akan terarah apabila tiap-tiap unsur tersebut mengadakan tarik ulur 

kepentingan. Untuk lebih menyelaraskannya maka kedua unsur tersebut harus bersatu 

padu agar suatu pelaksanaan berjalan sukses. 

BAZ memiliki tugas dalam pengelolaan zakat terutama pengelolaan zakat yang 

ada di Kabupaten Barito Kuala. Dalam pengelolaannya tentu harus membutuhkan 

tenaga yang ahli serta profesional dalam pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan 

oleh para aparatur zakat yang disini bisa dikatakan Amil atau yang lebih dikenal di 

Batola yaitu UPZ yakni Unit Pengumpul Zakat. Para pengumpul zakat mutlak memiliki 

pengetahuan tentang zakat pada masing-masing individu. UPZ inilah yang melakukan 

pengumpulan-pengumpulan dana zakat yang terkumpul di BAZ. UPZ sendiri dibentuk 

dengan penyeleksian oleh BAZ  itu sendiri. Dalam memilih UPZ ini, diperlukan waktu, 

pertimbangan yang matang dan dilegalkan oleh BAZ dengan berbentuk SK. BAZ.   

Para pengumpul zakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala dipilih oleh BAZ 

berlandaskan dengan rasa keikhlasannya dalam tugas. Karena BAZ sendiri tidak 

menjanjikan stimulus dana untuk upah mereka. Perekrutan yang sifatnya sederhana 

dengan berlandaskan rasa keimanan, ketaqwaan dan suatu tugas keagamaan merupakan 



unsur motivasi untuk mendapatkan para pengumpul zakat yang ikhlas agar ikut juga 

berkecimpung dalam pengurus BAZ. Maka para pengumpul ini juga dipilih orang-orang 

yang telah bekerja fulltime atau diangkat penuh menjadi pegawai negeri sipil (PNS) 

khususnya berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Tidak hanya para PNS yang 

diikutkan, tetapi juga masyarakat umum yang merasa dirinya ikhlas serta mampu maka 

bisa dimasukkan dalam kepengurusan BAZ. Tidak hanya kalangan dari PNS atau 

masyarakat umum, BAZ juga membutuhkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat 

yang belum menjadi pengurus, juga bisa mengikutsertakan diri mereka dalam 

kepengurusan BAZ  agar pelaksanaan pengelolaan zakat berjalan sukses, maju dan 

berkembang yang ada di Kabupaten Barito Kuala. 

Pemilihan dalam kepengurusan UPZ juga tidak memungkiri dari keahlian dan 

kredibilitas yang dimiliki. Kualitas diri perseorangan adalah kemampuan dan keahlian 

dari seseorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga apabila kualitas yang 

dimiliki oleh seseorang itu tinggi maka dapat dikatakan pencapaian tujuan suatu 

organisasi akan juga dapat dilaksanakan secara optimal menyeluruh, demikian 

sebaliknya apabila kualitas yang dimiliki oleh pegawai rendah maka pencapaian tujuan 

akan sulit dicapai secara optimal.  

Menyelaraskan antara masyarakat, pemerintah serta para pengurus BAZ 

merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ini juga menjadi momentum penting 

bagi kemajuan organisasi yang menangani masalah zakat tersebut. Untuk masalah 

berkaitan dengan zakat harus dipahami dengan benar. Pelatihan bagi pengurus UPZ ini 

diharapkan mampu mengelola zakat di instansi masing-masing maupun kantor-kantor 



atau perusahaan swasta lainnya. Juga kedepannya diinginkan pengumpulan zakat di 

perusahaan-perusahaan yang berpusat di Kabupaten Barito Kuala pun dapat 

bekerjasama dengan BAZ. Dan diharapkan nantinya dibuat pengurus UPZ yang berada 

di lingkungan perusahaannya masing-masing.  

Untuk itulah Kementerian Agama selalu terus mengomandai dari pelaksanaan 

zakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dengan melatih para UPZ di instansi, 

perusahaan maupun masjid dapat diharapkan akan menjadi momentum yang cukup baik 

bagi umat Islam di daerah Batola sekaligus merupakan syiar Islam. Mengadakan 

pertemuan rutin antara pengurus BAZ yang ada di Kabupaten ataupun Kecamatan. 

Kemudian juga sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat dipertemukan sehingga 

mampu memberikan pengetahuan bagi para UPZ maupun pengurus BAZ dalam 

pengelolaan zakat. Selain itu juga kesadaran dari masyarakat diharapkan dapat 

memahami kewajiban membayar zakat secara benar. Karena selama ini yang dikenal 

kebanyakan orang hanya mengenal zakat fitrah, untuk itu zakat mal juga harus 

disosialisasikan agar kewajibannya bisa dipenuhi dengan kesadaran yang baik. Untuk 

itu Kementerian Agama selalu siap melaksanakan amanah tersebut dengan melakukan 

rapat atau pertemuan-pertemuan. 

 

 

a. Perekrutan SDM untuk dijadikan Pengurus UPZ dalam BAZ Kabupaten Barito 

Kuala 



BAZ di daerah Kabupaten Barito Kuala dibentuk dengan Keputusan 

Bupati, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala berdasarkan hasil koordinasi 

dengan MUI Kabupaten Barito kuala. Adapun para pelaksananya adalah para 

pegawai yang ada di Kementerian Agama, dan semua itu sudah ditentukan oleh 

Bupati Barito Kuala melalui Surat Keputusan/SK Bupati yang telah ditetapkan. 

Merekalah yang bertugas dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan 

dan pengembangan zakat dan kemudian hasil dari mereka dilaporkan ke Ketua 

BAZ. Jadi dalam hal perekrutan di Kabupaten sudah langsung dari Bupati. 

Untuk struktur aparatur pelaksana zakat di Kabupaten Barito Kuala yang 

berpusat di Kantor Kementerian Agama atau dikenal dengan istilah sekretariat 

BAZ dengan ketua Badan Pelaksana H. Abdul Aziz, sekretaris umum Drs. 

Muslim, M.PdI, juga ada bendahara, para pelaksana yaitu Gunawan Wibisono 

dan Baniah. 

BAZ memiliki tugas dalam pengelolaan zakat terutama pengelolaan 

zakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dalam pengelolaannya tentu harus 

membutuhkan tenaga yang ahli serta profesional baik itu pengumpulan dan 

penyaluran yang dilakukan oleh para aparatur zakat yang disini bisa dikatakan 

Amil atau yang lebih dikenal di Batola yaitu UPZ yakni Unit Pengumpul Zakat. 

UPZ-UPZ ini tersebar dibeberapa instansi pemerintahan dan instansi lainnya 

yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Mutlak adanya pengetahuan tentang zakat 

yang harus dimiliki oleh masing-masing pribadi atau individu para pengumpul 



zakat. UPZ inilah yang melakukan pengumpulan-pengumpulan dana zakat yang 

terkumpul di BAZ. UPZ sendiri dibentuk dengan penyeleksian oleh BAZ  itu 

sendiri. Tidak mudah dalam memilih UPZ ini, karena diperlukan waktu, 

pertimbangan yang matang dan dilegalkan oleh BAZ dengan berbentuk SK. 

BAZ. 

Dapat dilihat dari  beberapa tabel yang mewakili di bawah ini, 

menunjukkan struktur kepengurusan UPZ tersebar di sekolah-sekolah, 

pengadilan agama, instansi pemerintahan (dinas pekerjaan umum/PU), dan 

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.  

Struktur pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala 

tentang pengukuhan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP 

Negeri 1 Tabukan periode 2008-2011. Yang ditetapkan di Marabahan pada 

tanggal 15 Januari 2009 oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala. 

No. Nama Jabatan di 

tempat kerja 

Kedudukan dalam UPZ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

H. Ahmad Raihan S, S.Pd 

Pahruraji, S.Ag 

Sugiannor, S.Pd 

Yasir Iskandar, S.Pd 

Taslim, S.Pd 

 

Rahmawati, S.Pd 

Kepala Sekolah 

Guru 

Guru 

Guru 

Wakepsek 

 

Guru 

Pengawas 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Koordinator Pengumpul 

ZIS 

 

Anggota 



7. Maimunah, S.Pd Guru Anggota 

Tabel: 1 

Struktur pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala 

tentang pengukuhan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pengadilan 

Agama Marabahan periode 2008-2011. Yang ditetapkan di Marabahan pada 

tanggal 04 November 2008 oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito 

Kuala. 

No. Nama Jabatan di 

tempat kerja 

Kedudukan dalam UPZ 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

- 

 

 

 

 

Drs. Akh. Fauzie 

Gazali Rahman, SH 

Raudah, SHI 

Kusnadi, S.A., SH 

Bariah, SHI 

M. Iqbal, SHI, SH 

H. Bambang Haryanto, SH 

Ketua dan Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Agama 

Marabahan 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pembina 

 

 

 

 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Tabel: 2 



Struktur pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala 

tentang pengukuhan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas 

Pekerjaan Umum (PU) periode 2008-2011. Yang ditetapkan di Marabahan pada 

tanggal 27 November 2008 oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito 

Kuala. 

No. Nama Jabatan di 

tempat kerja 

Kedudukan dalam UPZ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Drs. Nasir Achmad Chan 

Fauranie 

Supardi, S.AP 

Muhammad Rahmi 

Hj. Gt. Sri Murni, S.AP 

 

Santy 

Syahyuni 

 

Sekretaris PU 

Kabag Kesra 

Staf Bag. Kesra 

Staf Bag. Kesra 

Kasubbag 

PMKPO 

Staf Bag. Umum 

Staf Bag. 

Organisasi 

Pengawas 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Koordinator Pengumpul 

ZIS 

Anggota 

Anggota 

Tabel: 3 

Struktur pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala 

tentang pengukuhan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) RSUD H. 

Abdul Aziz Marabahan periode 2008-2011. Yang ditetapkan di Marabahan pada 

tanggal 26 November 2008 oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito 

Kuala. 

 



 

No. Nama Jabatan di 

tempat kerja 

Kedudukan dalam UPZ 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

M. Choirul Hidayat, SKM, 

M.Kes 

Hj. Mahdalena, S.Pi 

 

Suriansyah Hamid 

Ruslan, SE 

Rejlan 

 

H. Arsiani, AMK 

 

 

Syahrijat, AMK 

Direktur 

 

Kabid Program 

dan Keuangan 

Kabag TU 

Kasi Keuangan 

Bendaharawan 

 

Kabid 

Penunjang 

Medik 

Kabid 

Pelayanan 

Pengawas 

 

Ketua 

 

Sekretaris 

Bendahara 

Koordinator Pengumpul 

ZIS 

Anggota 

 

 

Anggota 

 Tabel: 4 

 

Dari susunan tersebut menunjukkan bahwa dalam kepengurusan disetiap 

sekolah, instansi pemerintahan, atau lembaga lainnya yang ada di Barito Kuala 

sudah terbentuk dan sama juga halnya di lembaga yang belum tercantum. 

Keberadaan kepengurusan tersebut dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan 

BAZ yang mana mengacu dengan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala no. 

2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam rangka untuk peningkatan dan 

optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah maka dibentuklah pengurus 

UPZ dimasing-masing tempat. 



Tidak hanya di lingkup Kabupaten, untuk Kecamatan pun sama halnya 

kepengurusan yang ada di Kabupaten. Untuk Kecamatan, KUA di Kecamatan 

tersebut memiliki wewenang dalam membentuk UPZ untuk wilayah mereka. 

Acuannya pun berdasar kepada perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan 

zakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala. 

Daftar Nama Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. 

No. Nama KUA Alamat Kecamatan Nama Kepala 

KUA 

1. KUA Jl. Berangas Barat Alalak M. Fahlipi 

2. KUA Jl. Nurul Islam BB Mandastana Abd. Syahid 

3. KUA Jl. Anjir Serapat Lama Anjir Muara H. Sa’adillah 

4. KUA Jl. Trans Kalimantan Anjir Pasar Khairan 

5. KUA Jl. Purwasari I Tamban H. Syamsul B 

6. KUA Jl. Kerokan Tabunganen Sam’ani 

7. KUA Jl. Hasan Basri Bakumpai Syaukani 

8. KUA Jl. M. Yusuf Cerbon - 

9. KUA Jl. Rimbun Tulang Kuripan Drs. Nahrudin 

10. KUA Jl. Belawang Belawang Salmani 

11. KUA Sei. Gampa Asahi Rantau Badauh Husin Kaderi 

12. KUA Jl. Teluk Tamba Tabukan Muhyidin, 

S.Ag 

13. KUA Jl. Tamban Raya Mekarsari Drs. Baderun 

14. KUA Jl. Pelita Makmur Barambai M. Arsyad 



15. KUA Jl. A. Yani Marabahan H. 

Bustaniansyah 

16. KUA Jl. Gotong Royong Wanaraya Mirsani Aini 

17. KUA Jejangkit Pasar Jejangkit Syamsuri 

 Tabel: 5 

Dari tabel tersebut, untuk kepengurusan pelaksana zakat yang ada di 

Kecamatan, menjadi wewenang KUA dalam menyusun kepengurusan BAZ dan 

membentuk UPZ di instansi-instansi yang ada di Kecamatan. 

b. Penempatan SDM dalam Kepengurusan UPZ dalam BAZ Kabupaten Barito 

Kuala 

Pegawai baru tentunya sangat asing terhadap tempat ia bekerja. Untuk itu 

diperlukan pengenalan dikalangan pegawai baru. Dalam hal ini melibatkan dua 

pihak, yaitu para petugas pengelola SDM yang menjelaskan secara umum, 

sedangkan pimpinan atau ketua menjelaskan seluk beluk pekerjaan yang akan 

dipercayakan kepada para pekerja tersebut. Suatu program pengenalan 

mencakup empat hal utama dalam berbagai aspek, seperti aspek kehidupan 

organisasional, meliputi sejarah organisasi, struktur dan tipe organisasi, 

nomenklatur dan titelatur, pengenalan para pegawai yang bekerja disana, tata 

ruang dan tata letak fasilitas kerja, berbagai ketentuan normatif, produk 

organisasi. Sedangkan keuntungan para pegawai, meliputi: penghasilan, jam 

kerja, hak cuti, fasilitas yang disediakan, pendidikan dan pelatihan, perihal 

pensiun. 



Dengan ini pula halnya manajemen kepengurusan UPZ BAZ Kabupaten 

Barito Kuala yang di tempatkan dibeberapa instansi-instansi/lembaga 

pemerintahan maupun non pemerintahan serta di sekolah-sekolah. Pengenalan 

akan tugas sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga dilakukan oleh BAZ 

selaku perekrut SDM yang dijadikan pengurus dan juga bekerjasama dengan 

kepala di instansi/lembaga dimana mereka bekerja. Hal ini dilakukan agar dalam 

tugas mereka dapat dikerjakan dengan baik serta berjalan dengan sendirinya 

tanpa harus ada arahan lagi. Karena mereka sudah diberikan tugas dan 

wewenang masing-masing dalam kepengurusan UPZ BAZ Kabupaten Barito 

Kuala.  

Untuk BAZ Kabupaten Barito Kuala dalam hal penempatan SDM ini, 

arah penempatannya lebih kepada fungsi sebagai pengurus UPZ dengan sesuai 

dimana mereka bekerja. Fungsi tambahan inilah menjadi hal yang baru 

disamping ia bekerja seorang pegawai. Untuk itulah profesi yang baru inilah 

agar lebih bisa dipelajarinya dengan baik. Pada dasarnya teori manajemen 

sumber daya manusia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya 

manusia yang diselenggarakan berdasarkan norma-norma etika yang berlaku di 

masyarakat. Tuntunan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru. 

Misalnya, tidak akan ada yang menyangka bahwa mencari tenaga kerja yang 

sudah berpengalaman biasanya lebih sukar dibandingkan dengan usaha mencari 

tenaga kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya. 



Dengan tatanan kepengurusan UPZ BAZ yang tersebar dibeberapa 

instansi/kantor. BAZ harus bisa juga memfungsikan kepengurusan UPZ agar 

bisa terarah dan berfungsi dalam pengelolaan zakat yang ada di instansi-instansi. 

Meskipun UPZ ini telah mengantongi SK pungutan zakat yang bersifat wajib 

dan mengikat dari BAZ bagi semua pegawai, akan tetapi untuk melakukan 

eksekusi tetap saja ada kendala. Harus ada tahapan-tahapan tertentu untuk 

mencapai kesana misalnya dengan sosialisasi dan edukasi yang membutuhkan 

waktu lama oleh para Unit Pengumpul Zakat (UPZ).  

Sama halnya dengan penempatan pegawai yang dijadikan UPZ yang 

ditugaskan di instansi-instansi juga akan terasa sulit pada awalnya. Apalagi 

mencocokkan dengan pegawai lainnya yaitu mengajak pegawai lainnya agar 

menyalurkan zakat dari gajinya. Sering para pengumpul zakat dianggap remeh 

oleh kawan sekerjanya. Karena cara pandang ini bisa jadi karena masih ada 

anggapan bahwa kepengurusan UPZ belum terlalu diperlukan di lingkungan 

instansi/lembaga baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Atau juga para 

pegawai yang merasa diri mereka bisa dengan sendirinya menyalurkan zakatnya 

langsung ke BAZ secara langsung tanpa harus melalui UPZ yang ada di instansi 

mereka. Juga rendahnya pengetahuan akan berzakat melengkapi segelintir 

kendala dalam pemungutan zakat. 

Untuk itulah para UPZ bisa lebih dapat menyelesaikan akan poin-poin 

masalah yang ada di tempat mereka bekerja. Bisa dengan lebih aktif lagi 



menampilkan peran UPZ dalam pengelolaan zakat kepada rekan sekerja. Hal-hal 

mendasar di atas yang menjadi permasalahan ini yang dihadapi oleh UPZ bisa 

dapat segera diselesaikan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam bekerja serta 

hambatan dalam melaksanakan yang telah diamanahkan oleh BAZ kepada para 

UPZ tentang pengelolaan zakat dimasing-masing tempat mereka bekerja. 

2. Kendala dalam perekrutan SDM pada BAZ di Kabupaten Barito Kuala. 

 Dalam perekrutan SDM biasanya ada terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Hal 

itu pun juga terjadi dalam perekrutan SDM pada BAZ di Kabupaten Barito Kuala, 

diantara kendala-kendala tersebut akan diuraikan sebagaimana di bawah ini: 

a. Pro-Kontra yang Akan dialami BAZ 

  Dalam melaksanakan perekrutan SDM, yang mendukung dan menolak 

dari pelaksanaan tersebut pasti akan terjadi adanya. Pro maupun kontra baik itu 

dari dalam dan luar BAZ terhadap jalannya suatu pelaksanaan akan terjadi. Bagi 

yang pro tentu saja dari para pelaksana yang melaksanakan perekrutan SDM. 

Mereka menilai bahwa dengan adanya perekrutan ini akan berdampak terhadap 

pembenahan internal dari BAZ. Sedangkan bagi yang kontra yaitu menolak dari 

pelaksanaan perekrutan. Memang pihak yang kontra ini tidak serta merta muncul 

ke permukaan. Mereka hanya sekedar menghembuskan isu-isu saja agar jalannya 

suatu pelaksanaan tidak berjalan sukses. Memang pihak-pihak baik pro-kontra 

ini muncul pada mulanya dari para pelaksana karena banyaknya ide maupun 

pendapat. Atau dilain pihak bisa karena akan terkuranginya job dari pegawai 



terdahulu karena pegawai yang baru nantinya akan dirasa oleh mereka ahli 

dalam bidangnya dan tentu akan menggeser dari keberadaan mereka.  

Untuk itu pengurus di BAZ Kabupaten Barito Kuala lebih mampu 

meyakinkan serta menyelaraskan dari pihak-pihak pelaksana tersebut. Agar 

dalam pelaksanaan dari pengelolaan zakat ini dapat berjalan dengan baik. Ada 

dua pihak dalam melaksanakannya yaitu dari pihak Kementerian Agama dan 

dari pihak BAZ itu sendiri. Untuk suksesnya suatu pelaksanaan tentunya dari 

kedua pihak ini bisa lebih meminimalkan perdebatan yang mana hal-hal yang 

tidak perlu dalam pelaksanaan jangan dibesar-besarkan. Hal-hal karena 

terkuranginya job dari pegawai terdahulu, realisasinya tidak semua diwujudkan. 

Karena pihak Kementerian Agama tidak melaksanakan perekrutan secara 

terbuka. Yang dipilih hanya untuk menjadi pengurus UPZ BAZ Kabupaten 

Barito Kuala. 

Dengan sudah terbentuknya kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 

BAZ Kabupaten Barito Kuala dibeberapa instansi atau kantor. Pro-kontra akan 

lebih terasa. BAZ telah menetapkan pegawai-pegawai yang akan dijadikan UPZ. 

Namun pegawainya lagi yang merasa kurang siap dan kurangnya pengetahuan 

dalam pengelolaan zakat. Karena kebijakan-kebijakan pengelolaan zakat, baik 

penghimpunan dan penyalurannya berada di bawah kontrol penuh manajemen 

BAZ. Maka BAZ lebih mengarahkan mereka dengan memberi pengetahuan, 



pembelajaran serta pelatihan bagi pegawai yang merasa kurang tau dalam 

pengelolaan zakat. 

Bagi calon pengurus yang akan dijadikan UPZ pada BAZ Kabupaten 

Barito Kuala ini. Yang dipilih lebih mengarah kepada para pegawai yang telah 

bekerja di instansi/lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan. Karena 

dalam kinerja BAZ ingin lebih memprioritaskan kerjasama dengan 

instansi/lembaga. Dengan adanya para UPZ di instansi/lembaga maka akan lebih 

memudahkan formasi dalam pengelolaan zakat dan juga akan membantu BAZ 

secara langsung dalam pengelolaan zakat. 

Bagi para UPZ yang telah berhasil direkrut oleh para pelaksana supaya 

lebih bisa menjalankan amanahnya walaupun dalam profesi ini lebih bersifat 

sukarela. Profesi ini mengajarkan bagaimana mendidik insani dalam berjiwa 

sosial. Disamping sebagai pegawai negeri sipil, untuk imbalan sudah dirasa 

mencukupi. Untuk itulah sebagai pelayan masyarakat menjadi peran kuat dari 

mereka karena profesi tambahan yaitu menjadi UPZ. 

  Daripada itu kerjasama untuk menyukseskan mutlak adanya. Hal-hal 

yang diperlukan BAZ berupa wewenang penuh dalam pelaksanaan bisa diberi 

izin oleh Kementerian Agama. Agar dalam pelaksanaan bisa lebih terarah, yang 

mana ditiadakannya tarik ulur kepentingan. 

b. Belum Ahlinya Para Perekrut SDM 



Dalam hal manajemen sumber daya manusia BAZ terdapat sekelompok 

pegawai yang ada di Kementerian Agama Barito Kuala yang tugas utamanya 

yaitu sebagai pelaksana perekrutan. Sekelompok pegawai tersebut memilih serta 

menentukan mana saja SDM yang layak untuk dijadikan dalam kepengurusan 

UPZ BAZ. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaksana perekrutan pun didapat 

dari pegawai yang ada di Kementerian Agama terutama di bagian seksi 

penyelenggara zakat dan wakaf. Sedikit atau banyaknya masih mengandalkan 

serta memanfaatkan SDM yang ada agar bisa menutupi ketiadaan tenaga ahli 

serta banyaknya dana untuk pengadaan tenaga ahli tersebut. Dengan adanya 

SDM yang sudah ada pada dasarnya supaya pelaksanaan perekrutan dapat 

berjalan sebagaimana diinginkan.  

Dengan tenaga ahli rekrutmen yang seadanya tersebut maka para 

perekrut juga tidak menilai dari mutu untuk mencari SDM yang akan dijadikan 

dalam kepengurusan UPZ BAZ. Hal yang terpenting menurut mereka lebih 

kepada segi jumlah terkumpulnya para UPZ BAZ yang tersebar dibeberapa 

sekolah dan instansi pemerintahan ataupun non pemerintahan. Dengan jumlah 

yang banyak ini akan menjadi akar-akar dalam pengumpulan zakat yang ada di 

Kabupaten Barito Kuala. 

Memang benar adanya bahwa dengan banyaknya para UPZ ini maka 

dalam pengumpulan zakat akan mudah didapat. Akan tetapi bila tidak diimbangi 



dengan melihat kualitasnya sebagai UPZ maka akan berdampak disfungsinya 

dalam kepengurusan UPZ yang tersebar di sekolah maupun instansi tersebut.  

Untuk menghindari kekhawatiran tersebut maka para perekrut SDM yang 

mana SDM ini dijadikan UPZ, para perekrut terlebih dahulu dipilih yang ahli 

dan paham akan suatu perekrutan. Sebab dengan kejelian merekalah akan 

didapat SDM yang bermutu. Memilih serta memilah mana saja SDM yang layak 

dijadikan UPZ dan mana saja yang tidak layak dijadikan UPZ. Dengan itu pula 

akan muncul para UPZ BAZ yang profesional dan kredibel. 

c. Rendahnya Partisipan  

Partisipan merupakan pelamar langsung yang sering dikenal dengan 

istilah “applications at the gate”. Artinya para pencari pekerjaan yang datang 

sendiri ke tempat pelaksana rekrutmen untuk melamar. Apabila para pelaksana 

rekrutmen membuka lowongan pekerjaan maka akan semakin banyak pula para 

pelamar untuk melamarnya. Banyaknya pelamar apabila para pelaksana 

rekrutmen memberikan informasi yang luas kepada partisipan pelamar. 

Hal ini bisa saja mengalami kurang antusiasnya dari partisipan para 

pelamar kerja. Karena hal demikian disebabkan kurang agresifnya para 

pelaksana untuk mengadakan perekrutan terutama dalam memberikan informasi. 

Sehingga para pelamar pun menyambutnya dengan kurang antusias dan 

semangat. Dampak yang dihasilkan pun menjadi kurangnya minat para pelamar. 



Minat para pelamar bisa saja beranggapan bahwa tempat yang akan dilamar 

tersebut tidak akan dapat meningkatkan karir dan penghasilan mereka. 

Hubungannya ini pula juga terjadi pada BAZ Kabupaten Barito Kuala 

dalam merekrut para calon UPZ BAZ. BAZ sering mendapatkan kendala dalam 

merekrut para pegawai yang ada di instansi atau lembaga maupun di sekolah-

sekolah untuk dijadikan para calon unit pengumpul zakat (UPZ). Hal ini dialami 

karena rendahnya antusias dari para partisipan dalam pelaksanaan pengelolaan 

zakat. 

Para pegawai yang sudah bekerja di instansi atau lembaga maupun 

sekolah kurang berminat apabila para perekrut dari BAZ kurang berminat 

melaksanakan amanah dari perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 

tentang pengelolaan zakat. Untuk itulah segenap pihak baik itu dari pihak BAZ 

maupun pihak di luar BAZ bisa mendukung dengan satu hati agar dalam 

pengelolaan zakat dapat berjalan dan berkembang maju kedepannya.    

d. Dana yang Terbatas dalam Pelaksanaannya 

  Untuk mendapatkan para pegawai yang ahli dalam hal zakat atau sering 

disebut Amil yang memiliki bobot dan kualifikasi tertentu dalam zakat tentunya 

juga memerlukan dana yang cukup untuk merekrutnya. Jika kondisi ekonomi 

relatif sulit dalam pelaksanaannya pun juga akan terasa. Dampak yang 

ditimbulkan yaitu pelaksanaan yang asal-asalan dari para pelaksana.  



  Sebelum mencari maupun menentukan para pengurus UPZ BAZ, BAZ 

sendiri terlebih dahulu bisa mencari tenaga ahli dalam hal merekrut. Tenaga ahli 

yang diinginkan tentu bisa membawa pengaruh dalam pelaksanaan rekrutmen 

nantinya. Selain itu apabila bidang yang dicari merupakan bidang yang 

tergolong langka maka BAZ akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan 

pegawainya. Misal untuk bidang IT, ahli dalam teknologi komputer. Bidang IT 

inilah yang mampu membuat informasi yang brilian untuk diinformasikan 

kepada partisipan agar ikut berkecimpung dalam pengelolaan zakat yang ada di 

Kabupaten Barito Kuala. Partisipan inilah yang merupakan para UPZ-UPZ yang 

terdapat di instansi atau lembaga maupun sekolah. 

Dengan dana yang terbatas inilah hal yang dapat dilakukan bisa dengan 

pengumuman yang murah meriah yang dapat dilakukan oleh BAZ. Bisa dengan 

selebaran yang disebar di tempat umum. Juga bisa membuat penerimaan yang 

sederhana di surat kabar, radio, internet yang tanpa memakai biaya yang besar. 

Bisa juga BAZ bisa bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk 

mencari minat mahasiswanya untuk menjadi seorang Amil Zakat. Bisa juga 

dengan kerjasama dengan pemerintah setempat di dinas tenaga kerja agar 

mengumumkan tenaga kerja yang diperlukan. Hal lain jika BAZ mempunyai 

cukup dana maka juga akan memiliki reputasi bagus dimata pencari kerja. 

Mencari dan merekrut the best people akan lebih mudah. Sehingga para pegawai 

akan berlomba-lomba bekerja didalamnya. 



Dengan berhasilnya BAZ memilih tenaga ahli untuk dijadikan inti dari 

pengurus BAZ maka untuk mencari UPZ yang ada di instansi atau lembaga 

maupun sekolah akan mudah didapatkan. Untuk BAZ Kabupaten Barito Kuala, 

untuk pengurus inti masih mengandalkan tenaga ahli yang ada yakni yang sudah 

bekerja di Kementerian Agama terutama di Bagian Seksi Penyelenggara Zakat 

dan Wakaf. Hal itu pun berlanjut dengan proses pelaksanaan perekrutan UPZ 

juga dengan dana yang ada serta menggunakan tenaga pegawai yang ada di BAZ 

tersebut tanpa adanya pencarian tenaga baru BAZ. Karena dengan tenaga 

pegawai BAZ yang minimalis inilah sudah mampu melaksanakan perekrutan 

UPZ serta meneruskan amanah dari perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 

2007 tentang Pengelolaan Zakat. 

 

C. Analisis Data 

Data dari hasil penelitian di atas merupakan analisis gambaran yang berada di 

lapangan. Untuk menyempurnakan itu, maka penulis mengadakan analisis kembali 

dengan analisis tafsiran yang didukung dari teori serta berdasarkan kaidah penelitian 

ilmiah. 

1. Pola Rekrutmen Sumber Daya Manusia pada Badan Amil Zakat di Kabupaten Barito 

Kuala. 

BAZ merupakan suatu badan organisasi yang tugas serta fungsinya yaitu 

mengelola zakat yang ada di masyarakat. Dasar kewajiban dalam pengelolaan zakat 

yang dilakukan oleh BAZ yaitu terdapat dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah (9) ayat 



103. "Hudz min amwalihim shadaqatan…”, (ambillah zakat dari sebahagian harta 

mereka…). Dari ayat tersebut menegaskan bahwa berhak dan wajibnya dalam 

pengelolaan zakat baik itu pengumpulan maupun penyalurannya merupakan kewajiban 

BAZ. Dengan itu pula agar kinerja BAZ lebih tertata dalam pengelolaan zakat maka 

yang diperlukan adalah pembenahan internal BAZ. Pembenahan internal yang 

dimaksud yaitu manajemen SDM. Pada dasarnya manajemen SDM merupakan suatu 

proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai maupun tenaga ahli 

lainnya untuk dapat menunjang aktivitas BAZ demi mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

Karena manusia (man) adalah merupakan salah satu komponen yang dikelola 

oleh manajemen. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung 

untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam 

mencapai suatu tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka 

tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal itu kemudian 

diterjemahkan oleh A.F. Stoner bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau 

perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan 

yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Untuk itulah agar BAZ kedepannya 

lebih baik pula serta meningkat dalam pengelolaan zakat maka kerja yang dilakukan 

yaitu dengan merekrut orang-orang yang tepat untuk dimasukkan dalam kepengurusan 

BAZ. 



Dengan SDM yang berkualitas tentu juga akan berdampak positif terhadap 

kinerja BAZ. Salah satu kunci utama dalam menciptakan SDM yang berkualitas adalah 

terletak pada proses memasok SDM-nya. Dalam proses memasok SDM dapat dikenal 

dengan rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, menemukan, mengajak 

dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar suatu badan organisasi 

menjadi sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan pelaksanaan perekrutan SDM.
5
 Dapat diartikan bahwa 

proses tersebut mencari calon atau kandidat pegawai atau tenaga kerja baru maupun 

pengurus yang baru untuk memenuhi kebutuhan SDM pada badan organisasi. Terutama 

BAZ di Kabupaten Barito Kuala lebih mencari terhadap pengurus yang baru yang 

gunanya untuk membantu dalam pengelolaan zakat. 

Agar kepengurusan UPZ BAZ lebih berkualitas maka harus dilalui dengan 

beberapa proses rekrutmen. Ada beberapa strategi untuk proses rekrutmen yaitu  

a. Tempat dimana merekrut karyawan, organisasi perlu merekrut didalam wilayah 

dimana mereka akan mempunyai kemungkinan terbesar untuk berhasil. Meskipun pasar 

tenaga kerja lokal merupakan tempat terbaik untuk memulai upaya perekrutan, 

perekrutan regional atau nasional dapat saja diperlukan bagi posisi tertentu. 

b. Posisi dimana masuk pertama kali yang seharusnya didalam organisasi. Sebagian 

organisasi biasanya mempunyai dua posisi permulaan. Posisi yang pertama adalah pada 

lapisan bawah dari organisasi. Posisi yang kedua pada aras manajemen yang lebih 
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(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. 1, h. 158 



rendah misalnya pada bagian penyelia tingkat satu atau dua. 

c. Pencarian pelamar. Manakala rencana dan strategi sudah disusun, aktivitas rekrutmen 

selanjutnya boleh berjalan. Pencarian karyawan dapat melibatkan metode rekrutmen 

tradisional misanya iklan surat kabar dan poster lowongan pekerjaan. 

d. Memikat karyawan. Komponen utama dari startegi rekrutmen organisasi adalah 

rencana pemikat pelamar kerja. Organisasi kadang menemui kesulitan dalam memikat 

orang yang diinginkan, khusunya pada karyawan ahli, dipasar tenaga kerja sangat 

kompetitif. Untuk memperkuat upaya rekrutmennya, organisasi perlu menentukan daya 

tarik (bujukan) apa yang harus ditawarkan.
6
 

BAZ yang memerlukan tenaga dalam hal pengumpulan zakat maka tahapan yang 

dilakukan adalah dengan merekrut para partisipan untuk dimanajemen kepengurusannya 

oleh BAZ. BAZ di Kabupaten Barito Kuala menginginkan agar dalam pengelolaan 

zakat dapat maju dan berkembang. Untuk itulah BAZ melaksanakan perekrutan 

diberbagai pihak baik itu masyarakat, pemerintah, maupun swasta yang mana dapat 

memberikan support terhadap BAZ. Perekrutan dari berbagai pihak inilah yaitu untuk 

mencari para pengumpul zakat (UPZ) dari masing-masing lapisan untuk dimanajemen 

dalam kepengurusan BAZ.  

Lebih lanjut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (1997:227) menjelaskan 

bahwa kegiatan kunci yang merupakan bagian dari rekrutmen adalah sebagai berikut: 
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1. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam 

hal jenis pekerjaan (job title) dan levelnya dalam perusahaan;  

2. Terus berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi 

pasar tenaga kerja;  

3. Menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif;  

4. Menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan 

dengan kegiatan sumber daya manusia lain dan dengan kerja sama antara 

manajer lini dan karyawan;  

5. Mendapatkan pool calon karyawan yang berbobot atau memenuhi syarat;  

6. Mencatat kualitas dan jumlah pelamar dari berbagai sumber dan masing-

masing metode rekrutmennya; dan  

7. Melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan baik yang diterima 

maupun yang ditolak, guna mengevaluasi efektif tidaknya rekrutmen yang 

dilakukan. Dan yang paling penting semua kegiatan ini harus dilakukan sesuai 

konteks hukum yang berlaku. 

 

Sehingga prinsip utama ketika melakukan rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh BAZ 

terhadap instansi/lembaga adalah memasukkan orang yang tepat pada saat yang tepat 

pula. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga prinsip tetap efektif dan efisien. 

BAZ Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan pelaksanaan dari amanah 

perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat telah 

dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Yang mana dalam pengelolaan zakat yang 

dilakukan oleh BAZ lebih mengarah kepada pengambilan atau dari segi istilah dikenal 

dengan rekrutmen. Rekrutmen tersebut diinginkan agar dapat mengisi kepengurusan 

UPZ BAZ yang ada di instansi/lembaga maupun sekolah. Untuk itulah BAZ sendiri 

memilih serta memilah mana pegawai maupun staf yang layak dijadikan UPZ BAZ 

dengan proses dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rekrutmen.  



Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah surah Al-Qashash (28) ayat 26: 

   

     

  

     

Artinya: 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang 

yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 

ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
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Dari ayat tersebut menegaskan bahwa dalam memilih orang untuk dimasukkan ke 

dalam suatu pekerjaan adalah orang yang baik serta dapat dipercaya. Dengan orang-

orang tersebutlah suatu pekerjaan sampai kepada tujuannya. 

Selain itu pula, dengan orang-orang yang kredibel ini juga akan meningkatkan 

kualitas manajemen suatu organisasi. Kualitas manajemen organisasi pengelola zakat 

harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat 

ukurnya. Pertama, Amanah, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki 

oleh setiap para UPZ. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. 

Kedua, Profesional, sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan 

profesionalitas dalam pengelolaannya. Ketiga, Transparan, dengan transparannya 

pengelolaan zakat, sistem kontrol yang baik dapat diciptakan karena tidak hanya 

melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. 
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Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat 

diminimalisasi. 

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan 

prinsip-prinsip operasional manajemen zakat. Prinsip-prinsip operasionalisasi lembaga 

pengelola zakat antara lain. Pertama, dilihat dari aspek kelembagaan. Sebuah lembaga 

pengelola zakat harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu visi dan misi, kedudukan, 

dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, serta aliansi strategis. Kedua, aspek 

Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga, sehingga 

pemilihan siapa yang akan menjadi UPZ harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu, 

perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa UPZ adalah sebuah profesi 

dengan kualifikasi SDM yang khusus. Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Lembaga 

pengelola zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus 

diperhatikan adalah lembaga pengelola zakat harus memiliki 1) Sistem, prosedur, dan 

aturan yang jelas. 2) Manajemen terbuka. 3) Mempunyai activity plan. 4) Mempunyai 

lending commite. 5) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit. 6) 

Publikasi. dan 7) Perbaikan terus menerus. 

Efektivitas organisasi pada dasarnya bergantung kepada efektivitas individu para 

anggotanya di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka 

masing-masing dalam organisasi. Untuk itu efektivitas pengelolaan zakat ini dapat 

diukur dengan mempergunakan beberapa unsur yaitu: produktivitas (efisiensi dalam arti 

ekonomi), dan multiplyer effects (pengaruh ganda) yang dirasakan oleh penerima 

manfaat zakat. Kesemuanya ini tidak akan berjalan sukses tanpa adanya dukungan dari 



berbagai pihak. Baik pihak masyarakat dapat mendukung keberadaan dari perda tentang 

pengelolaan zakat. Pemerintah, disini Kementerian Agama mampu melaksanakan dari 

perda dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya BAZ yang lebih khusus mengatur 

sedemikian rupa dalam pengelolaan zakat yang fokusnya manajemen dalam SDM. 

a. Perekrutan SDM untuk dijadikan Pengurus UPZ dalam BAZ Kabupaten Barito 

Kuala 

   Dengan sudah dibentuknya BAZ melalui keputusan Bupati maka 

wewenang dalam pengelolaan zakat dipegang oleh BAZ. Dimana kepengurusan 

disusun berdasarkan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala. 

Namun kepengurusan secara khusus di dalam BAZ, BAZ yang memiliki 

wewenang yakni wewenang dalam manajemen SDM. SDM inilah yang 

dijadikan UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. 

Dalam manajemennya, BAZ lebih terfokus kepada SDM yang sudah ada. 

Dalam artian menggunakan sumber rekrutmen secara internal, sumber internal 

perusahaan yakni SDM yang ditarik (diterima) adalah berasal dari 

perusahaan/lembaga itu sendiri. Dengan cara ini perusahan mencari karyawan 

yang ada didalam lingkungan sendiri untuk ditempatkan pada posisi tertentu. 

Adapun keuntungan merekrut dari dalam perusahaan yaitu tidak terlalu mahal, 

dapat memelihara loyalitas dan mendorong usaha yang lebih besar antara para 

karyawan perusahaan dan sudah terbiasa dengan suasana perusahan sendiri.
8
 

SDM tersebut terdapat di instansi atau lembaga maupun sekolah-sekolah yang 
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ada di Kabupaten Barito Kuala. SDM inilah yang akan direkrut oleh BAZ dalam 

membantu pengelolaan zakat. SDM ini akan diberikan tugas untuk jadi pengurus 

UPZ BAZ. Sebagaimana di dalam perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 

2007 tentang pengelolaan zakat pada bagian IV (tentang pengumpulan dan 

penyaluran) pada pasal. 20 menerangkan bahwa dalam rangka pengumpulan 

zakat, hibah, kafarat dan wasiat. BAZ Kabupaten dapat membentuk Unit 

Pengumpul pada lembaga atau instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, 

BUMN/BUMD, perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten, 

dan kawasan pasar yang berada di Ibukota Kabupaten. 

Manajemen BAZ ini dapat memudahkan baik di masyarakat (para 

muzakki atau mustahiq) dan juga BAZ sendiri sebagai pelaksana dapat terbantu. 

Untuk masyarakat khususnya para muzakki akan lebih mudah dalam penunaian 

zakatnya. Juga muzakki ini semakin bertambah karena adanya UPZ BAZ. Para 

UPZ yang ada di instansi atau lembaga maupun sekolah secara langsung 

membantu dalam pengumpulan serta para muzakki ada di tempat tersebut dapat 

dijangkau. Sama halnya dengan para mustahiq juga terbantu dengan adanya 

UPZ ini. Mereka tidak harus ke Sekretariat BAZ namun para UPZ sudah bisa 

melayani mereka dengan memberikan hasil pengumpulan yang didapat dari para 

muzakki. Sebagaimana dalam perda pasal. 24, UPZ dapat langsung 

mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada yang berhak menerimanya 

terutama untuk jenis zakat fitrah dan hasil pengumpulan dan pendistribusian 



zakat fitrah oleh unit pengumpul dilaporkan kepada BAZ dalam wilayahnya. 

Kemudian BAZ sebagai pengelola zakat menjadi ringan dalam tugasnya. 

Dengan adanya UPZ yang tersebar di instansi atau lembaga maupun 

sekolah ini menunjukkan dukungan dalam pengelolaan zakat dari berbagai 

pihak. Dengan struktur kepengurusan UPZ ini yang sudah dilegitimasi oleh 

BAZ dengan SK. BAZ serta menjadi bukti bahwa BAZ telah melakukan 

manajemen untuk merekrut pegawai yang ada di instansi atau lembaga maupun 

sekolah menjadi UPZ BAZ. 

b. Penempatan SDM dalam Kepengurusan UPZ dalam BAZ Kabupaten Barito 

Kuala 

   Dengan penempatan SDM dalam kepengurusan UPZ ini menandakan 

bahwa BAZ telah memanajemen badan organisasinya. Hal ini diketahui dengan 

telah disaringnya SDM kemudian langsung ditugaskan menjadi pengurus UPZ. 

BAZ lebih mengandalkan dengan SDM yang ada yakni para pegawai di instansi 

atau lembaga maupun sekolah. Ini lebih kepada perluasan dalam pengelolaan 

zakat. Juga BAZ menilai dengan adanya perekrutan SDM yang dipilih dari 

instansi atau lembaga maupun sekolah ini akan mempunyai pengaruh yang 

positif dalam maju dan berkembangnya pengelolaan zakat yang berada di 

Kabupaten Barito Kuala. 

   Setelah SDM berhasil disaring dan dipilih oleh BAZ, maka BAZ 

menentukan SDM tersebut untuk dijadikan kepengurusan yang mana untuk 

mengisi kepengurusan UPZ BAZ Kabupaten Barito Kuala. SDM yang diambil 



dari pegawai instansi atau lembaga maupun sekolah yang ada, untuk penguasaan 

tempat kerja para pegawai sudah mampu mendiktenya dengan baik. Yang 

diperkenalkan disini adalah fungsi akan tugas yang baru selain tugas yang 

dilakukan oleh mereka. Jadi disini SDM yang direkrut oleh BAZ ada dua fungsi 

yaitu sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau swasta maupun guru dan juga 

kerja dalam kepengurusan UPZ BAZ. 

   Untuk itulah BAZ tidak sembarangan dalam memilih pegawai-pegawai 

untuk dijadikan UPZ karena mencari pegawai yang pengalaman dengan 

pengetahuan zakat terasa lebih sulit. BAZ sendiri melakukan arahan dan 

bimbingan serta pelatihan agar para pegawai paham betul akan tugas dari UPZ 

yang telah diberikan oleh BAZ Kabupaten Barito Kuala. 

   Hal-hal yang menjadi rintangan yang dilakukan oleh UPZ dalam 

pengumpulan bisa lebih diberikan pembelajaran kembali oleh BAZ. Agar hal ini 

tidak menjadi salah paham dalam memungut zakat kepada rekan sekerjanya. 

Juga diluruskan hal-hal yang menyimpang seperti tidak perlunya kepengurusan 

UPZ di instansi atau lembaga maupun sekolah dan hal-hal lainnya. 

 

2. Kendala dalam perekrutan SDM pada BAZ di Kabupaten Barito Kuala. 

a. Pro-Kontra yang Akan dialami BAZ 

Pro-kontra yang dimaksud adalah pihak-pihak yang mendukung  dan 

tidak mendukungnya pelaksanaan perekrutan SDM yang dilakukan oleh BAZ 

Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaan perekrutan SDM yang dilakukan 



oleh BAZ maka yang akan dialami BAZ pun yaitu ada yang mendukung dan 

menolak. Keinginan BAZ melaksanakan perekrutan SDM yaitu agar dapat 

mengisi kepengurusan UPZ BAZ. Hal inilah berpengaruh terhadap pembenahan 

internal serta secara khusus akan berdampak terhadap baiknya manajemen BAZ. 

Untuk itulah yang menolak bisa lebih diberi pemahaman oleh BAZ bahwa 

wujud pelaksanaan perekrutan SDM tidak akan merugikan dari berbagai 

kalangan. Karena hal ini tidak mengganggu suatu pekerjaan dan tidak 

terkuranginya waktu pekerjaan. Serta hal ihwal pengadaan pegawai baru tidak 

akan dilakukan oleh BAZ. Jadi pegawai yang merasa dirinya tersaingi tidak 

perlu khawatir karena BAZ lebih memfokuskan kepada perekrutan SDM yang 

ada di instansi atau lembaga maupun sekolah. 

Setelah ditetapkannya SDM yang ada di instansi atau lembaga maupun 

sekolah maka tugas BAZ sebagai pelaksana perekrutan SDM sudah terlaksana. 

Tidak sampai disitu, BAZ selalu menjalin komunikasi terhadap para SDM 

tersebut. Para SDM yakni para pegawai di instansi atau lembaga maupun 

sekolah yang telah ditentukan oleh BAZ menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 

Para pegawai yang merasa dirinya merasa belum siap maupun kurang 

pengetahuan tentang pengelolaan zakat maka hubungan antara BAZ dan para 

UPZ jangan sampai putus komunikasi. Arahan dengan memberi pengetahuan, 

pembelajaran serta pelatihan bagi pegawai bisa terus dijelaskan dengan baik 

oleh BAZ. 



Pro-kontra merupakan bumbunya suatu pelaksanaan. Untuk itulah hal-

hal yang berkaitan keduanya ini jangan dijadikan suatu kendala namun sebagai 

motivasi untuk lebih baik lagi. Pihak-pihak yang ambil bagian bisa lebih bersatu 

padu mendukung BAZ Kabupaten Barito Kuala dalam pengelolaan zakat. Baik 

itu pemerintah daerah dengan seluruh instansinya, Kementerian Agama maupun 

pihak lainnya dapat mendukung pelaksanaan-pelaksanaan yang telah dilakukan 

BAZ Kabupaten Barito Kuala. 

b. Belum Ahlinya Para Perekrut SDM  

   Para perekrut SDM yang dimiliki oleh BAZ Kabupaten Barito Kuala 

tidak haruslah ahli dalam bidang perekrutan. Namun yang diperlukan adalah 

kejelian serta ketepatan para perekrut dalam memilih SDM. Hal inilah yang 

dilakukan oleh sekretariat BAZ yang ada di Kementerian Agama untuk merekrut 

SDM yang ada di instansi atau lembaga maupun sekolah yang ada di Kabupaten 

Barito Kuala. Para perekrut merupakan tenaga pegawai yang bekerja di 

Kementerian Agama pada Bagian Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf. 

Memang tidak secara khusus sebagai tenaga ahli dibidang perekrutan namun 

dengan pegawai yang ada tersebutlah yang melaksanakan perekrutan SDM yang 

ada di instansi atau lembaga maupun di sekolah-sekolah. 

   Yang diinginkan dalam perekrutan adalah untuk dapat mengisi dari 

kepengurusan UPZ BAZ Kabupaten Barito Kuala. Dengan itu pula para perekrut 

BAZ mudah dalam memilih para UPZ karena tidak harus melalui proses ujian 

yang begitu rumit untuk para UPZ. Perekrutan yang dilakukan oleh BAZ  lebih 



memperluas kerjasama dalam pengelolaan zakat. Tidak sekedar berhenti 

diperekrutan BAZ juga selalu membimbing dan mengarahkan para SDM yang 

dijadikan UPZ agar fungsi kepengurusan UPZ dapat berjalan. Sehingga setelah 

berfungsi dengan baik maka BAZ tinggal memberikan motivasi saja agar dalam 

pengelolaan zakat dapat berkesinambungan. 

c. Rendahnya Partisipan 

   Partisipan merupakan orang yang ikut serta dalam pelaksanaan 

perekrutan. Partisipan ini juga yang akan mensukseskan atau tidaknya 

pelaksanaan. Maksud dari partisipan disini adalah para pelamar kerja. 

Rendahnya para pelamar disebabkan karena kurangnya pengumuman maupun 

pemberitahuan yang dilakukan oleh para pelaksana. Para pelaksana perekrutan 

SDM untuk dijadikan pengurus UPZ BAZ yang telah dilakukan BAZ Kabupaten 

Barito Kuala sudah menjalankan pelaksanaan sebagaimana mestinya. BAZ 

mendapatkan dukungan yang antusias dari semua pihak baik itu instansi atau 

lembaga maupun sekolah. Pihak-pihak inilah menyambut dengan penuh 

dukungan agar mereka juga ikut berperan dalam pengelolaan zakat yang berada 

di Kabupaten Barito Kuala. 

   Pernyataan rendahnya partisipan apabila BAZ itu sendiri kurang antusias 

dan semangat dalam pelaksanaan. Akibatnya partisipan juga tidak mendukung 

bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa BAZ sedang melaksanakan suatu 

perekrutan. Selama ini BAZ Kabupaten Barito Kuala telah menjalankan 

pelaksanaan dengan baik. Untuk perekrutan pegawai yang berada di instansi 



atau lembaga maupun sekolah telah berjalan bertahap yang mana perekrutan 

tersebut untuk mengisi dari kepengurusan UPZ BAZ. Tidak berhenti sampai 

disitu BAZ akan selalu mengembangkan kembali baik itu di perusahaan maupun 

di pasar-pasar kedepannya sebagaimana dicantumkan dalam perda pasal 20. 

d. Dana yang Terbatas dalam Pelaksanaannya   

   Dengan dana yang terbatas maka yang dilakukan adalah dengan 

mensiasati agar pelaksanaan tetap berjalan dengan baik. Cara yang dapat 

dilakukan bisa dengan memanfaatkan dana yang ada. Dana yang digunakan 

untuk pelaksanaan perekrutan bisa lebih diminimalkan agar tidak ada 

pemborosan dana yang sia-sia. BAZ selaku pelaksana lebih meefisienkan dana 

yaitu dengan pemanfaatan tenaga yang ada, sarana prasarana serta hal-hal yang 

berkaitan dengan itu. Untuk lebih tepatnya bisa dengan spanduk yang dipasang 

di tempat umum, bisa dengan brosur maupun selebaran yang berisi tentang 

pelaksanaan perekrutan, dan juga bisa pengumuman serta pemberitahuan di 

radio maupun media lainnya. Kesemuanya ini untuk mengisi pengurus inti BAZ. 

   Setelah itu, untuk perekrutan UPZ yang ada di instansi atau lembaga 

maupun sekolah sudah berjalan dengan sendirinya. Tanpa ada spanduk, brosur, 

maupun pemberitahuan di media pun, perekrutan UPZ bisa tetap dilaksanakan. 

Karena BAZ bisa langsung ke instansi atau lembaga maupun sekolah yang 

bersangkutan. Dengan hal ini dengan dana yang terbatas bisa lebih memajukan 

pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala. 

 


